
Jumlah kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
INDIKATOR

4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel 
3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah

Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsi dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi 
informasi

Jumlah kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsi dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi 
informasi

Jumlah kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsi dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi 
informasi

Jumlah kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsi dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi 
informasi

INDIKATOR

ARSIPARIS PENYELIA (0)
SASARAN

INDIKATOR

ARSIPARIS AHLI PERTAMA
SASARAN

INDIKATOR

ARSIPARIS AHLI PERTAMA (0)
SASARAN

Tingkat Penyelesaian Masyarakat Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tingkat Penyelesaian Masyarakat Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, 
Keindahan) 

Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan Presentase penegakan Pelanggaran Perda 

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL (1)
SASARAN

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL (3)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR

SASARAN
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR

POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (1)

SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA (5)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA MAHIR (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR

POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (2)

SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 

POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 

POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

POLISI PAMONG PRAJA MAHIR (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

SASARAN
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

POLISI PAMONG PRAJA MAHIR (1)

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA (4)
SASARAN

ARSIPARIS AHLI PERTAMA (1)
SASARAN

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL (5)

SASARAN

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA (12)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA MAHIR (1)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL (17)

1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 

2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR

POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (2)

SASARAN
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (1)

SASARAN

Persentase peningkatan kinerja penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan Masyarakat Persentase peningkatan kinerja penyelenggaran ketentraman dan ketertiban 
umum dan pelindungan Masyarakat

Persentase peningkatan kinerja penyelenggaran ketentraman 
dan ketertiban umum dan pelindungan Masyarakat

Persentase peningkatan kinerja penyelenggaran ketentraman dan 
ketertiban umum dan pelindungan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan 

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

KEPALA BIDANG TIBUMTRANMAS
Robbie Arfiansyah Putra. S.STP, MM

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PERSONIL
Dian Anggraini  S.IP.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Aziz Muslim S.E., M.Si.

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN 
PERATURAN LAINNYA

Sugianto S.H.

SEKRETARIS 
Dra. Amsiyah M.Si.

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan 

INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 

2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 

3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah

Persentase peningkatan kinerja penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan Masyarakat

4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Nesan Sujana, S.T., M.T., CGCAE

Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum

SASARAN 1 SASARAN 2

TUJUAN



KEPALA SEKSI PELAYANAN PENGADUAN 
MASYARAKAT  DAN BINA PERSONIL

Dwi Putri Puji Astuti S.STP., M.Si.

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN 
PENYULUHAN MASYARAKAT

Karsih, SE

KEPALA SEKSI PELATIHAN 
DAN MOBILISASI

Muhammad Muchlis S.E, M.Si

KEPALA SEKSI DATA DAN 
INFORMASI

Sau Mulyana S.AP.

KEPALA SEKSI 
KEWASPADAAN DINI

Roni Septiana S.AP., M.Si

KEPALA SUB BAGIAN 
PERENCANAAN

Adi Mulyadi  S.E., M.Si

KEPALA SUB BAGIAN 
KEUANGAN

Aah Marpiah SH

SASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 3 SASARAN 4 SASARAN 5 SASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 2 SASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 3 SASARAN 1 SASARAN

Kerjasama antar 
Lembaga dan Kemitraan 
dalam Teknik 
Pencegahan dan 
Penanganan Gangguan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum

Pencegahan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
Melalui Deteksi Dini 
dan Cegah Dini, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan

Penindakan Atas 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
berdasarkan Perda 
dan Perkada Melalui 
Penertiban dan 
Penanganan Unjuk 
Rasa dan Kerusuhan 
Massa

Pengadaan dan 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum

Penyediaan Layanan 
dasar dalam rangka 
Dampak Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Perturan kepala 
daerah

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Satuan Perlindungan 
Masyarakat Koordinasi 

Penyelenggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota

Pengawasan Atas 
Kepatuhan Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah

Meningkatnya Nilai 
Indeks Profesionalitas 
Aparatur Sipil Negara 
(IP ASN) Perangkat 
Daerah

Meningkatnya Capaian 
Kinerja Keuangan 
Penunjang Urusan 

Meningkatnya Pengelolaan 
Barang Milik Daerah yang 
Akuntabel

Meningkatnya Keselarasan 
Perencanaan Perangkat Daerah 
dengan Penganggaran

Meningkatnya Capaian Kinerja 
Keuangan Penunjang Urusan

INDIKATOR 1 INDIKATOR 2 INDIKATOR 3 INDIKATOR 4 INDIKATOR 5 INDIKATOR 1 INDIKATOR 2 INDIKATOR 2 INDIKATOR 1 INDIKATOR 2 INDIKATOR 3 INDIKATOR 1 INDIKATOR
Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

PENATA LAYANAN OPERASIONAL (2)
PENATA LAYANAN OPERASIONAL 

(0)
PRANATA TRANTIBUM (72)

PENATA LAYANAN 
OPERASIONAL (2)

PENATA LAYANAN 
OPERASIONAL (1)

PENATA LAYANAN OPERASIONAL 
(1)

PENATA LAYANAN 
OPERASIONAL (2)

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
Terlaksananya kegiatan analisis dan 
penelaahan dalam rangka penyusunan  
konsep, draft dan bahan rekomendasi 
kebijakan di bidang pengaduan 
masyarakat serta Terlaksananya kegiatan 
analisis dan penelaahan dalam rangka 
penyusunan rekomendasi di bidang 
pelanggaran disiplin

Terlaksananya kegiatan 
penyusunan, pengklasifikasian, dan 
penelahaan data obyek kerja di 
bidang bahan materi penyuluhan

Terlaksananya kegiatan 
perencanaan, penyampaian 
materi dan pelaksanaan 
pelatihan di bidang satuan 
perlindungan masyarakat

Terlaksananya kegiatan analisis 
dan penelaahan dalam rangka 
penyusunan rekomendasi di 
bidang data dan informasi

Terlaksananya kegiatan 
analisis dan penelaahan 
dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan di 
bidang penegakkan perda 
dan perkada

Tersedianya penyusunan bahan 
rekomendasi perencanaan, evaluasi 
dan Pelaporan, Tersedianya bahan 
rekkomendasi penyusunan 
perencanaan anggaran, Tersedianya 
dokumentasi pencatatan 
perencanaan dan program,  
Terkelolanya administrasi, surat 
menyurat dan laporan kegiatan

Terlaksananya pencatatan 
penerimaan, pengeluaran dan 
pembukuan terkait transaksi 
keuangan

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
Jumlah laporan analisis rekomendasi 
kebijakan di bidang pengaduan 
masyarakat serta Jumlah laporan analisis 
penyusunan rekomendasi di bidang 
pelanggaran disiplin

Jumlah bahan/materi penyuluhan 
tertib masyarakat

Jumlah Satlinmas yang 
dilatih

Jumlah rekomendasi di bidang 
data dan informasi yang disusun 
dan dianalisi

Jumlah laporan analisis 
rekomendasi

Jumlah bahan rekomendasi 
perencanaan, evaluasi dan Pelaporan 
yang susun, Jumlah bahan 
rekomendasi perencanaan anggaran 
yang tersusun, Jumlah dokumentasi 
pencatatan perencanaan dan 
program, Persentase pengelolaan 
administrasi, surat menyurat dan 
laporan kegiatan

Jumlah kegiatan transaksi 
keuangan penerimaan dan 
pengeluaran yang 
dibukukan/dicatat sebagai 
transaksi keuangan

POLISI PAMONG PRAJA PEMULA (0)
SASARAN

POLISI PAMONG PRAJA PEMULA (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang 
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

POLISI PAMONG PRAJA PEMULA (0)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya 
suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD

Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan 
Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan 
Ketertiban UmumJumlah Data dan Informasi yang Tersedia

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Penanganan Atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Gubernur 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Kerja Sama 
antar Lembaga dan 
Kemitraandalam Teknik 
Pencegahan Kejahatan

Jumlah Kasus 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
yang Dicegah Melalui 
Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan

Jumlah Kasus 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
berdasarkan Perda 
dan Perkada Melalui 
Penertiban dan 
Penanganan Unjuk 
Rasa dan Kerusuhan 
Massa yang 
Dilakukan 
Penindakan

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
yang Tersedia

Jumlah Laporan 
Penyediaan Layanan 
Dampak Penegakan 
Perda dan Perkada 
yang Terlayaniumlah 
Laporan pemberian 
pelayanan dasar 
kepada warga 
Layanan yang ter 
Dampak Penegakan 
Perda dan Perkada 
yang Terlayani

Jumlah konsep, draft dan bahan laporan 
rekomendasi kebijakan

Jumlah konsep, draft dan bahan laporan rekomendasi kebijakan 
hubungan antar lembaga

PENATA LAYANAN OPERASIONAL (1) PENATA LAYANAN OPERASIONAL (1)

Jumlah data barang hasil penindakan Jumlah bahan rekomendasi sumber daya manusia aparatur

Terlaksananya kegiatan analasis dan 
penelaahan dalam rangka menyusun konsep, 
draft dan bahan rekomendasi kebijakan di 
bidang Keamanan

Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka 
penyusunan  konsep, draft dan bahan rekomendasi kebijakan di 
bidang hubungan antar lembaga

Terlaksananya kegiatan 
pendokumentasian dan pengolahan 
data di bidang penyidikan dan barang 
hasil penindakan

Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan sesuai prosedur dan 
peraturan yang berlaku dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang 
informasi pengembangan sumber daya manusia

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

PENATA LAYANAN OPERASIONAL (1) PENATA LAYANAN OPERASIONAL (0)

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

SASARAN SASARAN 1

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanganan Atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala daerah

INDIKATOR INDIKATOR 1
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja 
dan Satuan Perlindungan Masyarakat 
yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Jumlah Dokumen yang Memuat 
Hasil Pemberdayaan Perlindungan 
Masyarakat dalam rangka 
Ketenteraman dan Ketertiban 
UmumJumlah Data dan Informasi 
yang Tersedia

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan 
yang Dilakukan Terhadap 
Kepatuhan Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Bupati  /Wali Kota

Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapanya

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (0)

SASARAN

Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di 
bidang data penyajian dan publikasi

INDIKATOR
Jumlah data penertiban, pelanggar perda yang tercatatan dan 
didokumentasikan

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN MASYARAKAT
Aldo Roberto S.T.

KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
H. Abdulloh  S.E.

KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN 
PENYIDIKAN
Rafiudin  S.H.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Cahya Sunarya S.Sos, M.Si

Jumlah laporan analisis penyusunan rekomendasi kebijakan pengawasan 
pelaku usaha serta Jumlah bahan/materi pengawasan pelaku usaha

Jumlah laporan analisis rekomendasi produk hukum serta Jumlah 
laporan   pendokumentasian pengolahan data di bidang penindakan 
dan sarana operasi serta Jumlah laporan pendokumentasian 
pengolahan data di bidang penindakan dan sarana operasi

Terlaksananya kegiatan pengamanan, penertiban untuk kenyamanan di lingkungan perkantoran pemerintah Kota 
Bekasi serta kegiatan pengamanan unjuk rasa dan penertiban spanduk/reklame, becak, gerakan disiplin nasional 
dan tindak pidana ringan di wilayah Kacamatan

PENGELOLA TRANTIBUM (0)

INDIKATOR

SASARAN
Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka 
penyusunan rekomendasi di bidang monoitoring, evaluasi dan 
Pelaporan

INDIKATOR 
Jumlah laporan kegiatan monitoringJumlah pengamanan, penertiban untuk kenyamanan di lingkungan perkantoran pemerintah Kota Bekasi serta  

keikutsertaan kegiatan pengamanan unjuk rasa dan penertiban spanduk/reklame, becak, gerakan disiplin nasional 
dan tindak pidana ringan di wilayah Kecamatan

Jumlah konsep, draft dan bahan laporan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pedangan Kaki Lima, THPP 
dan Operasi cipta kondisi

Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan  
konsep, draft dan bahan rekomendasi kebijakan pengawasan pelaku usaha 
serta Terlaksananya kegiatan penyusunan bahan dan penelahaan data obyek 
kerja di bidang pengawasan pelaku usaha 

Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan penyusunan 
konsep, draft dan bahan rekomendasi kebijakan di bidang 
pengamanan lingkungan

Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka 
penyusunan rekomendasi di bidang produk hukum serta 
terlaksananya kegiatan pendokumentasian dan pengolahan data di 
bidang penindakan dan sarana operasi serta terlaksananya kegiatan 
pendokumentasian dan pengolahan data di bidang penindakan dan 
sarana operasi

PRANATA TRANTIBUM (266)

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

SASARAN

Jumlah analisis rekomendasi kebijakan di bidang pengamanan 
lingkungan

Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan konsep, draft dan bahan rekomendasi 
kebijakan di bidang polisi pamong praja

INDIKATOR

PENATA LAYANAN OPERASIONAL (0) PENATA LAYANAN OPERASIONAL (1) PENATA LAYANAN OPERASIONAL (1)

SASARAN SASARAN SASARAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL (18)

SASARAN

POLISI PAMONG PRAJA PEMULA (1)
SASARAN

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

INDIKATOR
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya suatu keadaan  dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur



PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL (1)
PENGELOLA LAYANAN 

OPERASIONAL(0)
PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN (1)

PENGELOLA LAYANAN 
OPERASIONAL (0)

PENGELOLA LAYANAN 
OPERASIONAL (0)

PENGELOLA LAYANAN 
OPERASIONAL (0)

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan 
penyusunan laporan di bidang pengaduan 
publik

Terlaksanya kegiatan pengelolaan 
bimbingan masyarakat

Terlaksananya kegiatan 
pencatatan dan 
pendokumentasian di bidang 
pelatihan

Terlaksana kegiatan 
pendokumentasian dan 
pengolahan data di bidang 
informasi dan hukum

Terlaksananya kegiatan pengelolaan 
bahan dan penyusunan laporan di 
bidang perencanaan 

Terlaksananya kegiatan 
pendokumentasian dan 
pengolahan daftar gaji aparatur

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
Jumlah pengaduan publik yang dikelola 
dan terselesaikan

Jumlah Terlaksananya kegiatan 
pengelolaan bimbingan masyarakat

Jumlah pendokumentasian di 
bidang pelatihan yang 
tercatat

Jumlah data Perlindungan 
masyarakat yang diolah 

Jumlah bahan rekomendasi 
perencanaan anggaran yang 
tersusun

Jumlah kegiatan pengolahan 
daftar gaji aparatur

PENGOLAH DATA 
PENINDAKAN DAN SARANA 

OPERASI

PENGADMINSTRASI PERKATORAN 
(0)

PENGADMINSTRASI 
PERKATORAN (2)

SASARAN SASARAN SASARAN
Terlaksananya kegiatan 
pendokumentasian dan 
pengolahan data di bidang 
penindakan dan sarana 
operasi

Terkelolanya administrasi, surat 
menyurat dan laporan kegiatan

Terlaksananya kegiatan 
pencatatan dan 
pendokumentasian transaksi 
keuangan

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
Jumlah laporan   
pendokumentasian 
pengolahan data di bidang 
penindakan dan sarana 
operasi

Persentase pengelolaan administrasi, 
surat menyurat dan laporan kegiatan

Jumlah kegiatan transaksi 
keuangan yang tercatat

INDIKATOR 

INDIKATOR 1 INDIKATOR 

INDIKATOR INDIKATOR
Jumlah dokumen kegiatan pada bidang ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat

Jumlah pendokumentasian dan laporan 
kegiatan

Jumlah data administrasi, surat menyurat dan  laporan kegiatan 

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (3) PRANATA TRANTIBUM (72) PENGADMINSTRASI PERKATORAN (2)

SASARAN SASARAN SASARAN
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pendokumentasian 
pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Terlaksananya kegiatan Kepatuhan dan 
Pengawasan pada bidang penegakkan 
perda dan perkada

Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan 
dokumen umum agar terlaksananya kegiatan layanan tata usaha sesuai 
dengan prosedur yang berlaku di bidang pengadministrasi umum

INDIKATOR INDIKATOR
Jumlah Kegiatan Pencegahan Kasus Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang 
Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, 
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan 

Jumlah Data bahan Laporan Rekomendasi kebijakan pada 
kegiatan hubungan antar lembaga

Jumlah laporan pengelolaan data 
administrasi bukti permulaan dan 
penyidikan

Jumlah laporan data kepegawaian dan pengelolaan barang

SASARAN 1 SASARAN SASARAN SASARAN
terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kasus 
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah 
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan 

Terlaksananya Pengelolaan Data bahan Laporan Rekomendasi 
kebijakan pada kegiatan hubungan antar lembaga

Terlaksananya kegiatan pengelolaan 
data dan penyusunan laporan  
administrasi bukti permulaan dan 
penyidikan

terkelolanya bahan dan penyusunan laporan kepegawaian serta data 
pengadaan barang di bidang barang persediaan

PRANATA TRANTIBUM (91) PENGELOLA TRANTIBUM (3)
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 

(0)
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL (0)


